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BAKN Efektifkan
Upaya Pemberantasan Korupsi

| JAKARTA - Badan Akunta-
bilitas Keuangan Negara
(BAKN) akan mengefektif-
kan perannya di DPR untuk
mencegah dalam melakukan
upaya pemberantasan korup-
sidiparlemen dankementeri-
anlembaga.

Ketua BAKN DPR RI
Sumarjati Suroso mengata-

RI yang baru dibentuk ber-
dasarkan amanat UU No.27/2009
tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD. BAKN merupakan
alat kelengkapan yang ber-
sifat tetap, yang berfungsi
untukmenindaklanjutilaporan
hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksaan Keuangan (BPK)
dalam hal pengawasan peng-
gunaan keuangan Negara,
“Diharapkan keberadaan
BAKN ini berkontribusi posi-
tif dalam pelaksanaan trans-
_paransi dan akuntabilitas peng-
gunaan keuangan negara.
Saat ini kami juga mengaju-

kan, alat kelengkapan DPR

kan pemikiran baru dalam
konteks penggunaan keuang-
an negara,” tukas dia saat di-
wawancarai di Jakarta, kema-
rin. ‘

Sumarjati mengungkap-
kan, pemikiran baru dari
BAKN ini sendiri yakni me-
lakukan penghematan peng-
gunaan keuangan negara, deng-
an melakukan pemeriksaan
pada tahap perencanaan (pre-
audit) di berbagai kementeri-
annegara.

Sumarjati mengemukakan,
untuk mengefektifkan pemi-
kiran, peran, dan juga tugas
BAKN, pihaknya belum lama
ini melakukan kunjungan
kerja ke parlemen dan BPK
Inggris dan Belanda. Kunjung-
an itu sendiri dilakukan atas
undangan USAID/PROREP.

“Dalam diskusi-diskusi deng-
an parlemen dan BPK di
InggrisdanBelanda, diperoleh
banyak masukan untuk
memperkuat fungsi BAKN,dan
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meningkatkan kapasitas ang-
gota dewan. Kami berpikir,
untuk memperkuat fungsi dan
tugas BAKN, perlu dilakukan
perubahan atau penyempur-
naan UUNo.27/2009, terutama
tentang kewenangan BAKN,”
paparnya.

»  Sumarjati mengungkap-
kan,dariberbagai diskusiyang
dilakukan, pihaknya akan me-
lakukan penyempurnaan UU
MD3, untuk melakukan pene-
laahan terhadap temuan hasil
pemeriksaan BPK yang disam-
paikan ke DPRRI.

Dia mengemukakan, hasil
penelahaan BAKN nantinya
bisa dilaporkan ke Komisi ITI
DPRRI.BAKN jugaakanmem-
berikan masukan kepada BPK
dalam hal rencana kerja pe-
meriksaantahunan,hambatan
pemeriksaan, serta penyajian,
dankualitaslaporan.

“BAKN juga dapat me-
mintapenjelasan dari BPK, pe-
merintah, pemerintah daerah,

lembaga negara lainnya,

- Bank Indonesia (BI), Badan

Usaha Milik Negara (BUMN),
badan layanam umum, dan
lembaga atau badan lainnya
yang mengelola keuangan
negara,” imbuhnya. .
Denganbegitu,dirinyame- -
lanjutkan, korupsi yang ma-
rak terjadi belakangan ini
bisa dieliminasi. BAKN juga
diminta harus bisa menjaga
kredibilitas atau kepercaya-
anpublik ataumasyarakat da-
lam melaksanakan fungsi
pengawasan dewan.
Diamenyampaikan, untuk
menjamin efektivitas pelak-
sanaan pengawasan ter-
masuk pelaksanaan tindak
lanjut rekomendasi BPK-RI,
dipandang perlu untuk men-
sinergikan pelaksanaannya
oleh BAKN, PAP DPD-RI, dan

- DPRD bersama BKP, serta

Badan Pengawasan Keuang-
andanPembangunan (BPKP).
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